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SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERIKISARAN KEIAS IB

NOMOR: g /SK/KPN/11/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN M PENYUSUNAN REVIUINOIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Mentmbang

Mengingat

PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS B

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN KELAS B
:a Bamwa untuk melaksanakan Ketentuan Paul 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
PER/ 9/ MPAN 5/ 2007 tentang Pedoman Umum PeneU”an
Indicator Kinerja Ulama OKU) Iratansi Pemerintah;

Bahwa untuk melaksanakan Rewvnj Indicator Kerja Utama (IKU)
Pengadilan Negen Kisaran pertu membentuk Tim Penyusunan
Indicator Kinerja Utama OKU) Pengaditan Negeri Kisaran Keias IB;
Bahwa Surat dan Sekretans Mahkamah Agung RI Nomor 933/ SEK/

OT 01.3/10/2017, tanggal 24 Oktober 2017 tentang Review Indicator

Kinega Utama (IKU) Pengadian Tingkat Banding dan Pengadilan
Tingkat Pertama;

. Bahwa mereka yang tercantum dalam Keputusan Ketua Pengadilan

Negen Kisaran Keias IB ini dpandang cakap dan mampu dalam
meiaksanakan tugas dalam tm penyusunan laporan tersebul

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua

atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Unmun;

. Peraturan Pememtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang petaporan

Keuangan dan Kinega Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pieskfen Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2015- 2019

. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan,

Fungsi. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Kettga

Keempat

Tembusan Yth:

8 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretans
Mahkamah Agung;

9, Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Keparoteraan
Mahkamah Agung,

10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PEROAAPAN/5/2007 tentang Pedoman Umum  Penetapan
Indikator Kirerja

MEMUTU $KAN

: Keputuaan Ketua Pengadian Negtri Kisaran Tentang

Pembentukan Tim Penyusun Reviu Indifcalor Kinerja Utama (KU)
Pengadian Negeri Kisaran Kslas 16Tahun 2019,

: Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadian Negeri Kisaran

No W2.U11/ 204/ KP 00 3/12/ 2019, tanggal 02 Januari 2019

: Menunjuk Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadian Negeri Kisaran Keias tB Tahun 2019;

. Menugaskan kepada Ten Kega untuk melaksanakan tugas sesuai

ararian Ketua. Wakil Ketua Pandora dan Sekretans Pengadian Negeri
Kisaran Keias 1B

. Keputusan ini mutai beriaku sejak ditetapkan dengan ketentuan

apatxla dikemudian hari terdapat kekekruan akan diperbaiki
sebagaimana mestmya

Ditetapkan di  : Kisaran .
Al Nomteof2Q i

KETUA AN NEGERI KISARAN

1 Ketua Pengadian Tmggi Medan di Medan
2 Hakim Pengawas Btdang di Pengadian Negeri Kisaran



Lampran Keputusan Ketua Pengadiian Negen Kisaran Kelas IB
Nomor  :W2.U11/ /Kp.00.3/11/2019

Tanggal November 2019

Pembina
Nara Somber

Koordmator/ Penanggung$awab

Anggota

Sekretans

Ketua Pengadten Negen Kisaran
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Ketua Pengadiian Negen Knaran
Waki Ketua Pengadten Negen Kisaran
Para Hakim Pengadiian Negen Kisaran
Panitera PengacWan Negen Kisaran

Sekretans Pengadiian Negen Kisaran

Panitera Pengadiian Negen Kisaran
Sekretans Pengadiian Negen Kisaran

WaM PanSera Pengadiian Negen Kisaran
Panitera Muda Perdata

Panitera Muda Pidana

Panitera Muda Hukum

Kasubbag Umum dan Keuangan
Kasubbag Kepegawaisn dan Ortala

Kasubbag Perencanaan. Tl dan Pelaporan



©

SURAT KEPUTUSAN PEMGAB<LAN NEGERI KtSARAN KELAS IB

Menimbang

Mengingat

Nomor: 62 /SK/KPW11/2019
TENTANG

PENETAPAN REW i INDIKATOR KMERJA UTAMA
PENGAEHLAN NEGERI K1ISARAN KELAS IB

KETUA PENGAGHLAN NEGERIKKSARAN KELAS K3
: 1. Batata untuk mefiaksanakan Ketentuan Pasai 3 dan Pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparafiur Negara
Nomor : PER/S/MPANIS/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan tadikator Kinega Utama (tKU) Instansi Pemerintah;

Batata dengan berakhimya masa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJIM) Tahun 2015-2019. dan dimuiatnnya

Rencana Petnbangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahtép 2020-
2024 mafca Pengadian Negeri Kisaran Kelas 1B pertu
menetapkan kembak tndikator Kinefja Utama (tKU).

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 200 tentang Perubahan kedua

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Mahkamah
Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Perubahan kedua ataa
Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peraddan Umum;
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Negeri;

Jndang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan
kedua ataa Undang-Undang nomor 5 Tahun 1966 tentang
Peradiian Tata lisaha Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinetja Instansi Pemerintah;



Memperhahkan

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Kebga

7. Peraturan Preskten Nomor 7 Tahun 2005 tenlang Rencana
Pembangunan Jangka Mcncngah Rasionat 2015-2019;

8. Peraturan Pemennlah Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tala Kerja;

9. Peraluran Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekvetahat Mahkamah Agwng;

10. Peraluran  Preskten Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepenrteraan Mahkamah Agung;

11. Peraluran Menten Negara Pendayagtinaan Aparatur Negara
Nomor ; PER/9/M PAN/S/ 2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indicator Kerja.

Has* Pemaparan oleh Tan dan MaNcamah Agung RI tanggal 15
Nopember 2013 tentang Fembahasan Reviu Inddcatar Kmega
Utama IKU dsinkrontsasikan dengan Rencana Strategi (Restra)
Pengadian Negeri Kisaran Ketas IB Tahun 2020- 2024,

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KETUA PENGACILAN NEGERI KISARAN KELAS

IB TENTANG PENETAPAN REVIU NWKATOR KINERJA
UTAMA (HOi> POAGADILAN NEGERt KISARAN KELAS 6 ;

. Mencabut Sural Penetapan Ketua PengacWan Negeri Kisaran No.

W2.U1Y 249/ Kp. 00.3/1/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang
Penetapan Reviu Indkator Kmerja Utama (*CU) Pengaditan Negeri
Kisaran Ketas 16;

Indkator Knega Utama sebagaernana tercantum datam tampran
peraluran ini merupakan acuan Kkinerja yang dgunakan oleh
Pengadtan Negeri Kisaran Ketas IB, untuk menetapkan rencana
kinerja tahunan, menyampaikan rencana kmerja dan anggaran,
menyusun dokumen penetapan Kinerja, menyusun taporan
akuntabtttas kinerja serla metafcukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dofcunert rencana Strategy Pengadian Negeri
Kisaran 2019-2020;

: Penyusunan Laporan Akuntabahtas Kinerja dan evaiuasi tertvadap

pencapaian kinerja dan disampafcan kepada Ketua Pengadian
Negeri Kisaran Ketas IB;



Keempat

Ketima

. Ddfcsro rangfca  labAt  nrenmgkatkan efekMKkas  petaticsanaan

kepuisusai/ perataran ini. Hakim Pwgaw ian Bidang diberikan

tugasuntuk:

a. Matakukan m m atas capatan tanega seteapw han kega dafam
rangka meyakinkan fceandatan rrformas* yang dts”kan daiam
Ispoean akuntabiUtas fesTecg;

b. Melakukan evaiuasi teftaadap kepuluaanr peraiuran ini dan
metapoikan kepada Ketua Pengacilan Nagaii Kisaran Kelas IB;

: Kcputusan ini muBai beriaku sepk tanggai dUetapkam dengan

ketenfiuan batwva apabda dfcemudnrt hari terdapat kefcatauan akan
diadatean pabaksn aabajaiwiana mcstinya.



NO

KINERJA
| IAMA

Terwujudnya
Proses
Peradilan yang
pasti,
Transparan
dan Akuntabel

INDIKATOR

KINERJA UTAMA

Persentase
sisa perkara
yang
diselesaikan
1 Perdata
1 Pidana

Persentase perkara
1 Perdata
1 Pidana
yang diselesaikan
tepat waktu

Persentase
penurunan
sisa Perkara
1 Perdata
1 Pidana

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERIKISARAN KELAS I B
PENJELASAN

Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan

Jumlah Sisa Perkara yang hams diselesaikan

Catatan:
Sisa perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya

Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan
------------------ A ?-----x 100 %

Jumiah Per (ara yangada

Catatan:

» Perbandingan jumlah perkara yang diselesaiakan dengan perkara yang
harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)

e Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun
beijalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya

» Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun
beijalan

Tn.I-Tn x 100%
Tn.l
Tn = Sisa perkaratahun beijalan
Tn. 1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Catatan:
Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun beijalan

IMAAGCT N

JAWAB

Panitera

Panitera

Panitera

Sumber

DATA

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.



Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian

d. Persentase Perkara

a.

yang tidak
mengajukan
Upaya Hukum:
1 Banding

1 Kasasi

1 PK

Persentase Perkara
Pidana Anak yang
diselesaikan
dengan diversi

Index responden
pencari keadilan
yang puas terhadap
layanan peradilan

Persentase Isi
Putusan Diterima
Oleh para pihak
Tepat Waktu

Jlh. Perkara vans Tidak Mengajukan Upava Hukum x 100%
JIh. Putusan Perkara

Catatan:

- Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK

- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka
semakin puas atas putusan pengadilan

Jih. Perkara Pidana Anak vans diselesaikan secara Diversi x 100%
Jlh. Perkara Anak

Catatan:
Diversi: anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan,
melainkan sebagai korban

Index Kepuasan Pencari Keadilan

Catatan :
PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004
tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyrakat
Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

JIh. Isi Putusan vans diterima tepat waktu x 100%
Jumlah Putusan

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Laporan
Semesteran
dan Laporan

Tahunan

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.



perkara

Meningkatnya
akses
peradilan bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan

b. Persentase Perkara

yang Diselesaikan
melalui Mediasi

Persentase berkas
perkara yang
diajukan Banding,
Kasasi dan PK
secara lengkap dan
tepat waktu

Persentase putusan
perkara yang
menarik perhatian
masyarakat yang
dapat diakses
secara

online dalam waktu
1 hari setelah putus

Persentase
Perkara Prodeo

yang
diselesaikan

Jlh Berkas vans di selesaikan melalui Mediasi
Jlh Perkara yang dilakukan Mediasi

X 100%

Catatan :
Perma No. 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Jlh.berkas perkara diajukan banding,
kasasi, dan PK secara lengkap xIOO %
Jlh. Berkas Perkara yang dimohonkan

banding, kasasi dan PK

JIh. Putusan perkara Tipikor vang di upload dalam website x100%
JIh. Perkara Tipikor yang diputus

Jumlah perkara Prodeo vang diselesaikan x 100%

Jumlah Perkara Prodeo

Catatan:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Pengadilan

Panitera

Panitera

Panitera

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.



Meningkatnya
kepatuhan
terhadap
putusan
pengadilan

b. Persentase perkara Jumlah nerkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan x 100%

yang diselesaikan
di luar Gedung
Pengadilan

c. Persentase

Pencari Keadilan
Golongan
Tertentu yang
Mendapat
Layanan
Bantuan Hukum
(Posbakum)

Persentase Putusan
Perkara Perdata
yang
ditindaklanjuti
(dieksekusi)

Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung
Pengadilan

Catatan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di
Pengadilan

- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar
kantor pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun gedung-
gedung lainnya)

JIh Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang
Mendanatkan Layanan Bantuan Hukum x 100%
Jumlah Perkara Keadilan Golongan Tertentu

Catatan:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian  Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak
mampu di Pengadilan

- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan

Jumlah Putusan Perkara vane ditindaklanjuti x 100%
Jumlah Putusan Perdata yang sudah BHT

Catatan:
BHT : Berkekuatan Hukum Tetap

Panitera

Panitera

Panitera

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.

Laporan
Bulanan dan
Laporan
Tahunan.



